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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

) IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2009

TENTANG

. PEMBENTUKAN, ORGANISAS! DAN TATA KERJA_UNIT PEMERIKSAAN
PAJAK REKLAME JAKARTA PUSAT DAN JAKARTA TIMUR

© Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG.MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nor‘hor' :
10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 42

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata -
Kerja Dinas Pelayanan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemersksaan Pajak
Reklame Jakarta Pusat dan Jakarta Timur;

=

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah: dcubah dengan Undang-Undang.
Nomor 43 Tahun 1999; ' ' . ‘

Undang-Undang Nomor 18 Tahuh 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana telah dlubah dengan Undang -Undang
Nomor 34 Tahun 2000;.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 .tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang- Undanq Nomor 1 T_ahun 2004 tentang - Perbendaharaan
Negara; S ‘

Undang-Undang Nomor 10 Tahun . 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang Pemenksaan-
Pengoioiaan dan Tanggung Jawab. Keuangan Negara; .
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 20’07 'tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagal Ibukota Negara. Kesatuan
Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nombr 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penge?oiaan

Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pem‘erintahan Daerah Kabu_paten/Kota;

Peraturan Pemermtah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengefclaan'
Uang Negara!Daerah _

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organssass o
Perangkat Daerah;

Peraturan Menten Datam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang.
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana _teiah_ diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ,45 Tahun 2008 tentan'g' Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor -4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah; '

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat’
Daerah; :

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organlsasz dan
Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
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Menetapkan
'+ DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME JAKARTA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

. PUSAT DAN JAKARTA TIMUR. .

100

1.

2.

BAB |
KETENTUAN UMUNM

Pasal 1

. Datam Peraturan Gubernur ini yang dlmaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Dae-rah Khus_us_ Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyefenggara pemerintahan'd‘aerah

“Gubernur adalah’ Kepala Daerah Provms; Daerah Khusus - lbukota - |

Jakaﬁa

Kota Administrasi adalah Kota Admm:strasw di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

_Kabupaten Admm:strasa adalah Kabupaten Administrasi_ Kepuiauani- :
-Seribu Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta.

Dinas Pelayanan Pajak adaiah Dlnas Pe[ayanan Pa;ak Provms; Daerahi _

- Khusus Ibukota Jakarta:

Kepala Dinas adaiah Kepala Dlnas Petayanan Pajak Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta. '

Unit F’eme_riksaan P-a:jak Reklame Jakarta Pusat dan Jakarta Timur yang.

~_selanjutnya disebut Unit Pemeriksaan adalah Unit Pemeriksaan Pajak:
Reklame JaKarta Pusat dan Jakarta Timur Dinas Pelayanan Pajak.

‘Kepala Unit adalah Kepala Unit Pemeriksaan.

‘Pemeriksaan pajak daerah adalah Serangkaian proses untuk mencari; -

mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam :
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah berdasarkan ketentuan per_undajng—unda'ngan.
‘BAB 1)
PEMBENTUKAN

- Pasal 3'32

. Dengan Peraturan Gubernur ini dtbentuk Unit Pemeriksaaan Pajak Reklame
~ Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.



BAB il
KEDUDUKAN, TUGAS; DAN FUNGSI

‘Pasal 3

‘Unit Pemeriksaan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan
. Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak reklame di wilayah Kota -
. Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Timur. -

.Unxt Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Pasal 4

Unit Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan pe'merikéaan ‘pajak - |

- reklame di wilayah Kota Admmnstrasx Jakarta Pusat dan- Kota

ﬁ Administrasi Jakarta Timur.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1),
- Unit Pemeriksaan mempunyal fung3|

~ a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen

-Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeraksaan

b. pelaksanaan Dokumen_ Pelaksanaan Anggar’an (DPA)  Unit

Pemeriksaan;

. ¢. penatausahaan adm|n|stra31 tekms pemeriksaan pajak reklame di

- wilayah Kota AdmtmstraSI Jakarta Pusat dan Kota AdmlmstraS| Jakarta - !

Timur:

d. penyelenggaraan pendataan pemeriksaan pa}ak dan penemban g

{1}

> am™oe.

reklame di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota
Administrasi Jakarta Timur; R :

pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang,

pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan _
penyiapan bahan laporan dinas- yang terkait deﬂgan pelaksanaan
tugas dan fungsi Unit F’emeriksaan dan-

pelaporan dan pertanggung;awaban pelaksanaan fugas dan fungsi
Unit Pemersksaan

BAB IV
 ORGANISAS|
Pasal &
Susunan organisasi Unit Pemeriksaan terdiri dari :
a. Kepala Unit;
b. Subbagian Tata Usaha,
¢. Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta-Pusat;

d. Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta Timur; dan
e. Subkelompok Jabatan Fungsional. .

. (2) Bagan susunan organisasi Unit Pemeriksaan. sebagaimana tercantum:

dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
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Kepala Unit mempunyai tugas :

memimpin dan mengoordznasakan pelaksanakan tugas dan fungm Unit =
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbaglan Seksi dan Subkelompok .

Jabatan Fungsional; .
melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat. o

Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait, dalam * -

rangka pelaksanaan tugas.dan fungsi Unit Pemeriksaan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan |
fungsi Unit Pemeriksaan.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Unit Pememksaans .
dalam pelaksanaan admmlstrasn Unxt Pemertksaan

Subbagian Tata Usaha dlpampm oieh seorang Kepai‘a Subbagian yang.
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepata Unit
Pemeriksaan. _ :

Subbagian Tata Usaha mempunyat tugas

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan sesual dengan-
lingkup tugasnya; S :

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit
Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya; '

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja.dan Anggaran (RKA)

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan:

d. menghimpun bahan dan mengoordlnasakan penyusunan rencana
strategis Unit Pemeriksaan; :

e. melaksanakan monitoring, pengendatian dan evaluasi peiaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan;

f.  menyiapkan surat tugas pemeriksaan pajak reklame di wilayah Kota
Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Timur

g. menerima dan menghsmpun tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP);

h. mendistribusikan Laporan Hasil Pemenksaan (LHP) dan Kertas Kerja
Pemeriksaan (KKP); :

i. menyusun rekomendasi hasii pemeriksaan; '

i. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang; -

k. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;

I.  memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertlban-

~ kantor; o

m. melaksanakan pengurusan ruang rapat, upacara, dan pengaturan -
acara Unit Pemeriksaan; N o

n. melaksanakan = publikasi kegiatan dan segala sesuatu. yang
berkenaan dengan Unit Pemeriksaan, o '

0. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Unit Pemeriksaan; _

p. menyiapkan bahan laporan Unit Pemeriksaan yang terkait dengan;:_ ,
tugas Subbagian Tata Usaha; dan’

g. melaporkan dan mempeﬁanggungjawabkan pelaksanaan tugas-
Subbagian Tata Usaha.
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Pasal 8

Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta Pusat merubakan satuan -

kerja lini Unit Pemeriksaan dalam pelaksanaan pemeriksaan  pajak

reklame di wilayah kerja Suku Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta Pusat

dan Suku Dinas Palayanan Pajak Hl Jakarta Pusat.

Seksn Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta Pusat dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bef’:anggung jawab-
kepada Kepala Unit Pemerlksaan

Seksi Pemeriksaan Pajak Rek[ame Ja}_{_arta Pusat_‘mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencaha  Kerja dan Anggaran (RKA), dan:
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pela‘ksanaan JAnggaran (DPA) Unit
Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya; '

c. menyusun rencana kerja pendataan, pemeriksaan dan penertiban

reklame secara periodik.

d. menyiapkan langkah- {angkah melaksanakan pendataan,
pemeriksaan dan penertiban reklame di wilayah kerja Suku Dinas
Pelayanan Pajak [ Jakarta Pusat dan Suku Danas Pelayanan Pajak 1l
Jakarta Pusat;

“e. menerima dan melaksanakan perm:ntaan pemeriksaan dari Suku

Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta Pusat dan Suku Dinas Pelayanan -
- Pajak {l Jakarta Pusat; -
f.- melakukan pemeriksaan reklame baru “dan perpanjangan -.di.
lapangan, dalam rangka penerbttan Surat Ketetapan Pajak Daerah =
(SKPD},
membuat Laporan Hasil Pemerlksaan (LHPY;
melakukan penertiban reklame;:
membuat laporan hasil penertiban reklame; :
menyiapkan bahan laporan Unit Pemeriksaan yang terkait dengan |
pelaksanaan tugas Seksi Pemeﬂksaan Pajak Reklame Wilayah. -
Jakarta Pusat; dan

Tme

k. melaporkan dan mempertanggung;awabkan petaksanaan tugas Seksi

Pemeriksaan Pajak Reklame Wniayah Jakarta Pusat.

Pasal 9

Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Wilayah Jakarta Timur merupakan
satuan kerja lini Unit Pemeriksaan dalam pelaksanaan pemeriksaan -
pajak reklame di wilayah kerja Suku Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta' o
T;mur dan Suku Dinas Pelayanan Pajak Il Jakarta Tsmur '

Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Wilayah Jakarta Timur dipimpin oleh .
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung -
jawab kepada Kepala Unit Pemeriksaan.

Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Wilayah Jakarta Timur mempunyai .
tugas:

a. menyusun bahan Rencana ~Kerja dan Anggaran (RKA), dan'_
Dokumen. Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan sesuat
dengan imgkup fugasnya; :



b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit
Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

€. menyusun rencana kerja pendataan, pemenksaan dan penertiban
reklame secara periodik. _

d. menyiapkan langkah-langkah, melaksanakan pendataan, pemeriksaan
dan penertiban reklame di wilayah kerja Suku Dinas Pelayanan Pajak
| Jakarta Timur dan Suku Dinas Pelayanan Pajak Il Jakarta Timur;

e. menerima dan melaksanakan permintaan pemeriksaan dari Suku
Dinas- Pelayanan Pajak | Jakarta T|mur dan Suku Dinas Petayanan-' '
Pajak |l Jakarta Timur; i

f. melakukan pemeriksaan reklame baru dan perpanjangan di

lapangan, dalam rangka peﬂerbatan Surat Ketetapan Pajak: Daerah .

(SKPD);

membuat Laporan Hasil Pemenksaan (LHP);

‘melakukan penértiban reklame;

membuat laporan hasil penertiban reklame;

menyiapkan bahan laporan Unit Pemeriksaan yang terkait dengan
pelaksanaan tugas Seksi Pemertksaan Pajak Reklame Wlanah-
Jakarta Timur; dan

- za

k. melaporkan dan mempertanggung;awabkan pelaksanaan tugas Seksi -

Pemeriksaan Pajak Reklame Wilayah Jakarta Timur.

~ Pasal 10
- (1) Unit Pemeriksaan dapat mempunyai S’ubke lompok Jabatan Fungsional.
"_-,(2) ‘Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan orgamsaa
: g struktural Unit F’emertksaan
- Pasal 11
= (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi . pejabat
fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pemeriksaan
sebagai bagian dari Ketompok Jabatan Fungsaonal Dinas Peiayanan

Pajak.

(2) Subkelompok Jabatan Fungszonai sebagalmana dimaksud pada ayat (M
dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok. Jabatan Fungsional yang

Pemeriksaan.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsmal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat
fungsional yang dihormati dikalangan pejabat fungsional sesuai
keunggulan kompetensi (pengetahuan keahlian, dan integritas) yang
dimiliki.

f: ' (4) 'Ketentuan lebih lanjut mengenaa Jabatan Fungsional Unit Pemeriksaan =

diatur dengan peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan
jabatan fungsional Dinas Pelayanan Pajak sesuai ketentuaﬂ peraturan

perundang-undangan.
BAB V.
TATA KERJA
Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pemeriksaan wajib taat
; dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- ~undangan.

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Unit
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(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan -
Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi =

pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeriksaan.

Pasai 13

‘Kesaia Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok

Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan wajib melaksanakan tugas-
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- ‘serta menerapkan prinsip Koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi,
- _simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

:;_ _;(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Kepala Seksi, dan Ketua. Subkelompok

Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan wajib memimpin,
mengoordinasikan, memberikan bimbingan, - ‘memberikan  petunjuk-

pelaksanaan tugas, membma dan memiaz kinerja bawahan mas:ng—'3

masing.

(2) ‘Kepala Unit, Kepala Subbagian, -Képa!a Seksi, Ketua Subkelompok.
: Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pemeriksaan wajib mengikuti -

dan mematuhi perintah dinas atasan masmg masmg sesual ketentuan f
peraturan perundang-undangan

- Pasal 15

= Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kep‘é!a Seksi, dan Ketua Subkelompok
- " Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan wajib mengawasi dan

mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil '
langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya: penyimpangan:

- dan/atau indikasi penyimpangan.

~ Pasal 16

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepaia Seksi, Ketua Subkelompok -

Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pemeriksaan wajib
“menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan .
‘masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. '

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menindakianjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan. |
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro. Organisasi dan Tatalaksana ~
: melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan ;
terhadap Unit Pemeriksaan sebagai ‘bagian dari pembinaan @

kelembagaan, ketataiaksanaan dan peiaporan terhadap Dinas Pelayanan .
Pajak. :
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Ketentuan  lebih  lanjut menge'nat pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

‘diatur dengan Peraturan Gubernur.

~ BAB
KEPEGAWAIAN
Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil pada Un;t Pemenksaan merupakan Pegawa; Negeri
Sipil Daerah

Peﬁgekolaan kepegawaian sebaga:mana dtmaksud pada ayat (1) |

- dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang .
_ kepegawatan ’

Dalam pelaksanaan pengelolaan 'kepegaWaian,' Unit Pemeriksaan
mendapat pembinaan dari  Sekretaris  .Daerah melalui Badan
Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana. Sekretariat

‘Daerah sebagai baglan dari pembmaan kepegawa;ara Dmas Peiayanan

Pajak.
BAB V:.l.j_!'
KEUANGAN

Pasaui' 19 _

- Belanja pelaksanaan tugas dan fun931 Unit Pemeriksaan dabebankan
~ pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakar:

- sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang keuangan

negara/daerah

Pasai 20

.Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsr Unit -

Pemeriksaan merupakan pendapatan daerah.

Pengelolaan pendapatan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

keuangan negara/daerah.

BAB' VI
. ASET

Pasal 21

- Aset yang dipergunakan oleh Unit Pemeriksaan sebagai prasarana dan

sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah
yang tidak d:p;sahkan
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‘Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana

dwnaksud pada ayat'(1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan d,| b_»sdang keuangan negara/daerah dan ketentuan
perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 22

Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian,
hibah, atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pemeriksaan dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang
daerah.

Peneramaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya ditaporkan kepada
Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara
Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB 1X
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 23

Unit Pemeriksaan menyusun d'an'menyampaikan laporan berkala
tahunan, semester, tr;wuian buianan dan/atau sewaktu~waktu kepada -
Kepala Dinas. ' :

l.aporan sebagafmana dwnaksud pada ayat (1) antara iain meliputi
laporan . '

kebutuhan, kekurangan dan keiebahan pegawal

keuangan:

kineria;

kebutuhan, kekurangan dan ketebnhan barang. atau prasarana dan
sarana ker;a :

akuntabilitas; dan ‘

pelaksanaan kegiatan.

Pasal 24

‘Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pemeriksaan mengembangkan sistem .
pengendalian ‘internal sebagai bagian dari sistem pengendailian_internal
Dinas Pelayanan Pajak.

~ BABX
PENGAWASAN
Pasal 25

Pengawasan terhadap Unit Pemeriksaan dilaksanakan oleh :

a.

b.

CoC.

Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; .

Aparat pemeriksa internal pemermtah dan

inspektorat.
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